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KEKUATAN AKTA DIBAWAH TANGAN 

YANG TELAH DILEGALISASIKAN OLEH 

NOTARIS
1
 

Oleh : Ray Gerald Warouw
2
  

 

ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana 

Tanggungjawab Notaris terhadap Legalisasi 

akta dibawah tangan dan bagaimana 

kekuatan akta dibawah tangan yang telah 

dilegalisasikan oleh Notaris. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian yuridis 

normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 

1. Dalam pasal 1874 ayat 2 kitab undang-

undang hukum Perdata disebutkan dengan 

tegas bahwa dengan penadatanganan 

sebuah tulisan dibawah tangan disamakan 

pembubuhan suatu cap jempol dengan 

suatu pernyataan yang tertanggal dari 

seorang Notaris atau seorang pejabat lain 

yang ditunjuk undnag-undang yang 

menyatakan bahwa pembubuh cap jempol 

itu dikenal olehnya atau telah 

diperkenalkan kepadanya. 2. Akta dibawah 

tangan hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian formal, yaitu bila tandatangan 

pada akta itu diakui berarti pernyataan 

yang tercantum dalam akta itu diakui dan 

dibenarkan.  

Kata kunci: Akta, dibawah tangan, 

dilegalisasikan. 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Akta merupakan alat bukti tertulis 

mengenai suatu tindakan atau perbuatan 

hukum yag dilakukan seseorang. Akta 

terbagi atas dua jenis, yaitu akta otentik 

dan akta di bawah tangan.Akta otentik 

adalah akta yang dibuat oleh dan 

dihadapan pejabat yang berwenang yaitu 
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Notaris atau PPAT. Akta otentik pada 

hakikatnya memuat kebenaran formal 

sesuai dengan apa yang diberitahukan para 

pihak kepada Notaris. Pasal 1868 

memberikan suatu pengertian mengenai 

suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu ditempat 

akta itu di buat.Akta dapat dibawah tangan 

juga dibuat oleh dan di hadapan pejabat 

yang berwenang.
3

  Dalam Pasal 1870 

<h,W������� u�vi�o��l�v� ��ZÁ�� ^� ��P]�

para pihak yang berkepentingan beserta 

para ahli warisnya ataupun bagi orang-

orang yang mendapatkan hak dari mereka, 

suatu akta otentik memberikan suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang sempurna 

��v��vP� ���� Ç�vP� ���uµ��� �]� ��o�uvÇ�_
4
. 

Sedangkan akta dibawah tangan adalah 

akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh 

para pihak. Pada prakteknya, akta dibawah 

tangan kadang dimanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi tertentu, yang kadang 

tidak sama dengan waktu pembuatan. 

Misalnya akta dibawah tangan saat ini 

diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, 

karena tidak adanya kewajiban untuk 

melaporkan akta dibawah tangan, siapa 

yang menjamin bahwa akta dibawah 

tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai 

dengan waktunya.Dalam realita hidup 

sehari-hari akta di bawah tangan sering 

menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap 

perbuatan hukum khususnya dalam 

perjanjian. Perjanjian yang dibuat dibawah 

tangan adalah perjanjian yang dibuat 

sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa 

suatu standard baku tertentu dan hanya 

disesuaikan dengan kebutuhan para pihak 

tersebut. Sedangkan kekuatan 

pembuktiannya hanya antara pihak 

tersebut, apabila para pihak tersebut tidak 

menyangkal dan mengakui adanya 
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perjanjian tersebut ( mengakui tanda 

tangannya didalam perjanjian yang dibuat). 

Artinya salah satu pihak dapat menyangkal 

akan kebenaran tanda tangannya yang ada 

dalam perjanjian tersebut. Lain halnya 

dengan akta otentik, akta otentik atau biasa 

disebut juga akta notaris memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, artinya dapat 

dijadikan bukti di pengadilan. 

Akta dibawah tangan menjadi pilihan 

karena factor ekonomis, biaya untuk 

membuat akta pada pejabat yang 

berwenang lebih tinggi dibandingkan 

dengan membuat akta dibawah tangan. 

Namun apakah kekauatan pembuktian akta 

dibawah tangan sama dengan akta otentik? 

Sementara akta dibawah tangan hanya 

ditanda tangani oleh para pihak dan tidak 

dilakukan dihadapan Notaris.Jelas bahwa 

akta dibawah tangan kepastian dan 

kekuatan hukum pembuktiannya sangatlah 

lemah. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Tanggungjawab Notaris 

terhadap Legalisasi akta dibawah 

tangan ? 

2. Bagaimana kekuatan akta dibawah 

tangan yang telah dilegalisasikan 

oleh Notaris ?. 

 

C. METODE PENULISAN 

Dalam suatu penelitian hukum 

merupakan suatu keharusan untuk 

menggunakan suatu metode penelitian 

agar lebih mudah dalam hal 

penyusunannya. Penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan pustaka atau data-data sekunder 

belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 

normative atau penelitian hukum 

kepustakaan. Penelitian bersifat yuridis 

normative, oleh karena didasarkan pada 

metode sistematika dan pemiukiran 

tertentu dengan tujuan mempelajari suatu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dan 

menganalisisnya.  

PEMBAHASAN 

A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS 

TERHADAP LEGALISASI AKTA DIBAWAH 

TANGAN 

Pengertian Notaris berdasarkan bunyi 

Pasal 1 butir 1 jo pasal 15 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut 

dengan UUJN menyatakan bahwa notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salianan dan kutipan 

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Oleh karena itu Notaris dalam membuat 

suatu akta otentik harus berhati-hati dalam 

penulisan secara formal maupun materil 

dari akta yang akan dibuat. Dalam hal 

formil yakni berbicara masalah kejelasan-

kejelasan dari pada subyek dalam suatu 

akta.Sebagai contoh, dalam hal formil 

kejelasan identitas subyek maupun 

identitas akta harus jelas. 

Identitas subyek disini dimaksudkan 

adalah masalah nama, domisili serta hal-hal 

lain yang berkaitan dengan identitas 

subyek. Dalam hal formal dari suatu akta 

harus jelas penanggalan dari pada akta 

dibuat, kapan, dimana, dan tanda tangan 

dari pihak-pihak yang turut dalam suatu 

pembuatan akta.Sedangkan dalam hal 

materil yakni berbicara tentang kejelasan-

kejelasan dari pada maksud dari akta itu 

dibuat yakni hal-hal yang mengatur 

masalah-masalah hak dan kewajiban dari 

kedua belah pihak yang membuat suatu 

akta. 
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Sehingga dalam membuat akta otentik 

dapat dibatalkan demi hukum apabila 

dalam pembuatannya tidak terang atau 

jelas dalam hal formil maupun materil. 

Dalam badan akta yakni memuat : 

1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, tempat tinggal para 

penghadap, dan/atau orang yang 

mereka wakili. 

2. Keterangan mengenai kedudukan 

bertindak penghadap 

3. Isi akta yang merupakan kehendak dan 

keinginan dari pihak yang 

berkepentingan 

4. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, 

serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan 

tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.
5
 

 

Selain itu notaris dalam melakukan 

tanggung jawabnya harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku terutama terhadap 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris yang mengatur 

semua perbuatan administrasi notaris 

dalam melakukan tugas dan 

tanggungjawabnya. Dalam UUJN selain 

mengatur mengenai tugas dan tanggung 

jawab notaris tersebut, terdapat juga 

larangan dan kewajiban yang harus ditaati 

oleh notaris. 

 

Terhadap Surat dibawah tangan yang di 

legalisasi oleh notaris, maka notaris 

bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, 

yaitu : 

1. Identitas 

- Notaris berkewajiban meneliti 

identitas pihak-pihak yang akan 

menandatangani surat/akta dibawah 

tangan (KTP, Paspor, SIM) atau 

diperkenalkan oleh orang lain. 

- Meneliti apakah cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum 

                                                           
5
 Herlien Budiono, Dasar Teknik Perbuatan Akta 

Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 

17. 

- Menelitiapakan pihak-pihak yang 

berwenang yang menandatangani 

surat/akta 

2. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi 

akta kepada pihak-pihak dan 

menanyakan apakah benar isi akta yang 

demikian yang dikehendaki pihak-pihak. 

3. Tanda tangan, mereka harus 

menandatangani di hadapan notaries 

4. Tanggal, membubuhi tanggal pada akta 

dibawah tangan tersebut kemudian 

dibukukan ke buku daftar yang telah 

disediakan untuk itu.
6
 

 

Dengan demikian pertanggungjawaban 

Notaris-Notaris atas kebenaran akta 

dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah 

kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa 

yang tanda tangan itu memang pihak dalam 

perjanjian, bukan orang lain. Pada dasarnya 

tugas seorang notaris adalah membuat akta 

otentik dimana akta tersebut dapat 

menjadi suatu bukti yang sah apabilaterjadi 

sengketa dan dilarang mengirimkan akta 

kepada klien-klien untuk ditanda tangani. 

Sebelum melakukan pekerjaan yang 

diminta oleh klien maka seorang notaris 

meberikan penyuluhan kepada klien, sejauh 

mungkin sehingga klien tersebut dapat 

menangkap/memahami penyuluhan 

tersebut, walaupun dengan diberikan 

penyuluhan urung membuat akte atau 

urung menjadi klien dari notaris yang 

bersangkutan.Dan dalam hal ini member 

syarat juga kepada klien agar tidak 

terjerumus dalam kesalahan. 

Dalam memberikan pelayanan 

kepentingan umum dalam arti bidang 

pelayaan pembuatan akta dan tugas-tugas 

lain yang dibebankan kepada notaris, yang 

melekat pada predikat sebagai pejabat 

umum dalam ruang lingkup tugas dan 

kewenangan notaris.
7
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Tanggung jawab professional seorang 

notaris pada pihak ketiga juga apabila 

seorang notaris memperoleh seorang klien 

untuk membuat suatu akte maka harus 

didahului dengan penyuluhan agar si klien 

tersebut urung membuat akta otentik. Bila 

seorang notaris tidak diijinkan berbohong, 

tetapi kebohongan ini masing-masing 

sering diucapkan karena ingin menjaring 

orang tersebut menjadi kliennya, 

sehubungan dengan fee yang akan 

diperolehnya. Perbuatan hukum yang 

tertuang dalam akta yang dibuat oleh 

notaries bukanlah perbuatan hukum yang 

dilakukan notaries, namun isi dari pada 

akta tersebut memuat isi perbuatan hukum 

yang dilakukan pihak-pihak yang bermohon 

kiranya perbuatan hukum mereka dapat 

dituangkan dalam suatu akta otentik.  Dan 

oleh karena hal tersebut, dalam akta 

tersebut secara formal dan mengikat telah 

mengatur mengenai hak dan kewajiban 

para pihak yang telah melakukan perbuatan 

hukum tersebut.Selain itu juga dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, notaris berwenang pula untuk 

melegalisasikan akta dibawah tangan yang 

dengan mendaftarkannya di buku khusus 

legalisasi akta dibawah tangan. 

 

B. KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN 

YANG TELAH DILEGALISASIKAN OLEH 

NOTARIS 

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan 

bahwa pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, 

amuapun dengan tulisan-tulisan di bawah 

tangan.Jadi akta sebagai bukti terdiri dari 

akta di bawah tangan dan akta otentik.  

Didalam Staatblad 1867 Nomor 29 dimuat 

suatu peraturan tentang akta-akta di 

bawah tangan menyatakan sebagai berikut 

: ^^���P�]� �µ���-suarat di bawah tanagn 

dipandangnya akta-akta yang ditanda 

tangani di bawah tangan surat-surat 

register, catatan-catatan mengenai rumah 

tangga dan lain-lain tulisan, yang dibuat 

tidak dengan memakai perantaraan 

��}��vP���P�Á�]�µuµuX_ 

Akta di bawah tangan pada dasarnya 

adalah suatu akta yang dibuat oleh para 

pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan 

tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat 

yang berwenang. Jadi dalam suatu akta 

dibawah tangan, akta tersebut cukup 

dibuat oleh para pihak itu sendiri dan 

kemudian ditandatangani oleh para pihak 

tersebut, misalnya kwintasi, surat 

perjanjian utang-piutang, ketidak 

diikutsertaan pejabat yang berwenang 

inilah yang merupakan perbedaan pokok 

antara akta di bawah tangan dengan akta 

otentik. 

Berkaitan dengan tugas notaris sebagai 

Pejabat Pembuat Akta otentik yang 

diangkat oleh pemerintah, tentunya 

mempunyai peran yang sangat penting 

dalam melegalisasikan suatu perbuatanj 

hukum yang dilakukan oleh seseorang 

ataupun korporasi.Seseorang notaris dalam 

melakukan pendaftaran waarmmerking dan 

mensahkan legalisasi surat-surat atau akta-

akta yang dibuat di bawah tangan.
8
 

Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang 

mengatur tentang legalisasi berbunyi : 

^E}���]�����Á�v�vP�u�vP���Zl�v���v���

tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah tangan dengan mendaftar 

��o�u� �µlµ� lZµ�µ�X_�l��� �]��Á�Z� ��v�Pv�

baru mempunyai kekuatan pembuktian 

formal, jika tanda tangan di bawah akta itu 

diakui/tidak disangkal kebenarannya.
9
 

Dengan diakuinya keaslian tanda tangan 

pada akta dibawah tangan, maka kekuatan 

pembuktian formal dari akta di bawah 

tangan itu sama dengan kekuatan 

pembuktian formal dari akta otentik. Suatu 

akta di bawah tangan yang diakui oleh 

orang terhadap siapa akta itu hendak 

dipakai, atau dengan cara menurut undang-

                                                           
8
Ibid. 

9
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undang dianggap sebagai diakui, 

memberikan terhadap orang-orang yang 

mendapat hak dari pada mereka, bukti 

yang sempurna seperti suatu akta otentik. 

Pada ambtelijke akten, pejabat pembuat 

aktalah yang menerangkan apa yang 

dikonstatia oleh pejabat itu dan 

menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab 

itu apa yang diterangkan oleh pejabat 

tersebut telah pasti bagi siapapun, 

sepanjang mengenai tanggal pembuatan, 

tempat pembuatan akta dan isi/keterangan 

dalam akta itu. Dalam partij akten sebagai 

akta otentik, bagi siapapun telah pasti 

bahwa pihak-pihak dan pejabat yang 

bersangkutan menyatakan seperti apa yang 

tertulis di atas danda tangan mereka.
10

 

Akta dibawah tangan berisi juga catatan 

dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi 

bedanya dengan akta otentik, bahwa akta 

di bawah tangan tidak dibuat dihadapan 

pegawai umum, melainkan oleh para pihak 

sendiri. Kekuatan bukti yang pada 

umumnya dimiliki oleh akta otentik, 

tidaklah ada pada akta di bawah tangan.  

Akta di bawah tangan hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian formal, yaitu apa bila 

tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini 

sebenarnya sudah merupakan bukti 

pengakuan) yang berarti pernyuataan yang 

tercantum dalam akta itu diakui dan 

dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka 

isi akta yang diakui, adalah sungguh-

sungguh pernyataan pihak-pihak yang 

bersangkutan, apa yang masih bisa 

disangkal ialah bahwa pernyataan itu 

diberikan pada tanggal yang tertulis di 

dalam akta itu, sebab tanggal tidak 

termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan 

akta di bawah tangan sebagi bukti terhadap 

                                                           
10

  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di 

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 106. Op 

Cit.http://www.kaskus.co.id/thread/51d05ae51ed7

19d814000002/undang-undang-nomor-30-tahun-

2004-tentang-jabatan-notaris/ 

pihak ketiga mengenai isi pernyataan di 

dalamnya berbeda sekali daripada yang 

mengenai penanggalan akta itu. Akta 

dibawah tangan yang diakui merupakan 

suatu bukti terhadap siapapun juga, atas 

kebenaran pernyataan dari pihak-pihak 

yang membuatnya di dalam akta itu dalam 

bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, 

akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan 

pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, 

hanya merupakan suatu kepastian untuk 

pihak-pihak yang menandatngani akta 

tersebut dan ahli waris para  pihak serta 

orang-orang yang menerima haknya. 

Akta dibawah tangan hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian formal, yaitu bila 

tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini 

sebenarnya sudah merupakan bukti 

pengakuan) yang berarti pernyataan yang 

tercantum dalam akta itu diakui dan 

dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka 

isi akta yang diakui, adalah sungguh-

sungguh penyataan pihak-pihak yang 

bersangkutan, apa yang masih dapat 

disangkal ialah bahwa pernyataan itu 

diberikan pada tanggal yang tertulisdidalam 

akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi 

pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.  

Dalam hal melegalisasi perbutan hukum 

dengan akta di bawah tangan, Pasal 1874 

menjelaskan secara umum mengenai hal 

tersebut sebagai tulisan-tulisan di bawah 

tangan dianggap akta-akta yang ditanda 

tangani  di bawah tangan, surat-surat, 

register-register, surat-surat urusan rumah 

tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat 

tanpa perantara seorang pegawai umum. 

Dengan penanda tanganan sepucuk tulisan 

di bawah tangan diperamakan suatu cap 

jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan 

yang bertanggal dari seorang notaris atau 

seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh 

undang-undang darimana ternyata bahwa 

ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau 

bahwa orang ini telah diperkenalkan 

kepadanya, bahwa isinya akta telah 

dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa 
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setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan 

di hadapan pegawai umum. 

Peagawai ini harus membukukan tulisan 

tersebut.Dengan undang-undang dapat 

diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang 

pernyataan dan pembukuan 

termaksud.
11

Seperti pada kasus perkara 

perdata Nomor:42/Pdt.G/2010.PN.PDG 

antara PT. Suriatama minang Lestari 

(Pengugat) melawan PT. Bakso Minang 

Plaza (Tergugat) tertanggal 22 April 2010. 

Pada saat pembuktian tergugat 

mengajukan bukti T.4 ( Fotocopy perjanjian 

Sewa Menyewa 

Nomor:067/BMP/SP/Pdg/II/00 tanggal 18 

Februari 2000, yang dilegalisasi oleh Yuyu 

Tristanti SH, Notaris/PPAT di Padang). Bukti 

tersebut diakui kebenarannya oleh 

penggugat dihadapan Majelis Hakim. 

Dengan diakuinya bukti  oleh penggugat, 

maka kekuatan pembuktian terhadap akta 

dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh 

notaris merupakan alat bukti yang sah dan 

berkekuatan hukum. Dimana perkara 

perdata tersebut diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan 

Tinggi Padang dimenangkan oleh PT. Bakso 

Minang Plaza. Kekuatan pembuktian 

legalisasi antara lain terletak pada 

pembubuhan tanda tangan atau cap jempol 

dari orang yang datang kehadapan notaris 

sehingga tanda tangan akta dibawah 

tangan yang dilegalisasi itu tidak dapat 

disangkal   kecuali notaris dituduh 

memberikan keterangan palsu.  Disamakan 

dengan tanda tangan pada surat di bawah 

tangan ialah sidik jari yang diperkuat 

dengan suatu keterangan tertanggal dan 

seorang notaris atau pegawai lain yang 

ditunjuk dengan undang-undang yang 

menyataklan, bahwa sidik jari yang ada 

pada akta itu dilakukan oleh penghadap 

tersebut dihadapan notaris atau pegawai 

yang ditunjuk oleh undang-undang, 
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 Lihat selengkapnya dalam Pasal 1874 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

kemudian pegawai          tersebut 

membukukan akta dimaksud. 

Dalam hal yang berkepentingan 

menginginkan, dapat pula pada surat-surat 

di bawah tangan diberikan keterangan yang 

tertanggal oleh seorang notaris atau 

pegawai lain yang di tunjuk dengan 

undang-undang yang menyatakan bahwa 

orang yang menandatnagani surat itu 

dikenal olehnya atau diperkenalkan 

kepadanya, bahwa isi aktaitu diterangkan 

denganjelas kepada orang itu dan bahwa isi 

akta itu diterangkan dengan jelas kepada 

orang itu dan bahwa setelah itu akta 

tersebut ditandatangani dihadapan 

pegawai tersebut. Surat-surat di bawah 

tangan yang diakui oleh orang terhadap 

siapa surat itu digunakannya atau yang 

dianggap diakui menurut cara yang sah 

menjadi bukti yang cukup seperti suatu 

akta otentik terhadap yang 

menandatanganinya dan ahli waris mereka 

serta yang mendapatkan haknya. Dengan 

demikina hakim harus menganggap benar 

isi dari akta tersebut sepanjang tidak dapat 

dibuktikan oleh lawan ketidakbenarannya. 

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam pasal 1874 ayat 2 kitab undang-

undang hukum Perdata disebutkan 

dengan tegas bahwa dengan 

penadatanganan sebuah tulisan dibawah 

tangan disamakan pembubuhan suatu 

cap jempol dengan suatu pernyataan 

yang tertanggal dari seorang Notaris 

atau seorang pejabat lain yang ditunjuk 

undnag-undang yang menyatakan 

bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal 

olehnya atau telah diperkenalkan 

kepadanya.  

2. Akta dibawah tangan hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian formal, yaitu bila 

tandatangan pada akta itu diakui berarti 

pernyataan yang tercantum dalam akta 

itu diakui dan dibenarkan.  
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B. SARAN 

1. Diharapkan agar notaries lebih teliti 

dan serius dalam melaksanakan 

tanggungjawab dalam melegalisasi 

akta di bawah tangan karena mungkin 

bagi sekian banyak pemohon yang 

akan melegalisasi itu beritikad buruk, 

dan oleh karena itu banyak akibat 

dari kelalaian dalam melegalisasi akta 

tersebut menimbulkan permasalahan 

serius yang mengakibatkan kerugian 

bagi pihak yang terkait. 

2. Dalam hal pembuktian di pengadilan, 

hakim juga seharusnya lebih teliti 

dalam memeriksa permasalahan yang 

berkaitan dengan hal ini terutama 

dalam proses pembuktian karena bisa 

saja legalisasi tersebut bersumber 

dari dokumen atau keterangan palsu.  
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